[image: image1.wmf]M

A

J

A

 

L

A

B

O

 

D

A

H

U


PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR  3  TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, perlu usaha peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi yang potensial dan yang mencerminkan kegiatan ekonomi daerah;

b. bahwa untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, kekayaan daerah sebagai salah satu aset daerah, maka pemakaiannya harus dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Mengingat   
:
1. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang  Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang  Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang  Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang  Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Pertauran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855)

16. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 6).

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA  BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: 
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB  I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bima.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.

5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. 

6. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang memakai kekayaan daerah;

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang melipurti perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainya;

8. Retribusi jasa usaha adalah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik yang diperoleh melalui bantuan maupun yang dibeli melalui APBD Kota Bima dan atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan urusan kepada daerah berupa tanah bangunan, peralatan dan alat-alat berat;

9. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah baik bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;

10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau yang diletakkan atau yang disediakan untuk melayani dalam waktu lingkungan secara tetap sebagian, atau seluruhnya diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan, gedung dan atau bukan gedung; 

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan atau memakai kekayaan milik daerah atau yang disediakan dan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan yang diperoleh;

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memakai kekayaan milik Pemerintah Kota Bima atau yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bima;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang;

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi  yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota Bima.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bima.

17. Penyidikkan Tindak Pidana Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi;

19. Bendaharawan penerima adalah pegawai yang diberi tugas untuk melakukan pungutan/penerimaan atas pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB  II

NAMA OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian /Pemanfaatan kekayaan daerah.

Pasal 3

(1)
Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah untuk setiap pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah;

(2)
Subyek Retribusi adalah orang pribadi, badan atau organisasi yang memperoleh manfaat atau memakai kekayaan daerah dan diwajibkan untuk membayar retribusi; 
BAB  III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB  IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah yang dimanfaatkan, frekuensi, dan jangka waktu pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah. 

BAB  VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR 

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada pasar.

BAB VII

JENIS KEKAYAAN DAERAH DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Jenis kekayaan daerah terdiri dari :

a. Tanah / Lapangan;

b. Bangunan / Gedung / Aula;

c. Alat-alat berat;

d. Laboratorium;

e. Kendaraan Bermotor.



Pasal 8

(1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan sebagai berikut: 

I.  Tanah / Lapangan Olahraga

a. Tanah Sawah

· Kelas I (Satu)  
Rp. 700.000,-/Petak /Tahun

· Kelas II (Dua) 
Rp. 500.000,-/Petak/Tahun

b. Lapangan

· Lapangan Sepak Bola 
Rp. 150.000,-/Hari

· Lapangan Tenis  
Rp.  50.000,-/Hari

· Pacuan Kuda 
Rp.  2.500.000,-/Kegiatan

II.  
Bangunan / Gedung / Aula

1. Rumah Dinas

· Rumah Dinas Tipe A 
Rp. 100.000/Bln

· Rumah Dinas Tipe B 
Rp. 75.000/Bln

· Rumah Dinas C 
Rp. 50.000/Bln

2. Aula Pertemuan 
Rp. 200.000,-/Hari

3. Paruga Na’e 
Rp. 1.700,000,-/Hari/Kali

4. GOR
Rp. 500.000/Hari/Kali


III. Alat-alat berat

1. Excavator 
Rp. 225.000/jam

2. Whell Loadher 
Rp. 175.000/jam

3. Motor Grader 
Rp. 175.000/jam

4. Compressor Vibro 
Rp. 175.000/jam

5. Dump Truck 
Rp. 400.000/hari

6. Mobil Tangki 
Rp. 400.000/mobil

IV. Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Mutu;

1. Tes Lapangan:

a.  Soil Test (Sondir) dan Hand Bord; 
Rp. 500.000/lokasi

b. Tes Kekuatan Kubus Beton (Strengh) 

Rp. 50.000/kubus

c. Tes Kekuatan Beton (Hammer Test) 

Rp. 150.000/titik

d. Tes Kepadatan (Sand Cone) 
Rp.  35.000/titik

e. Tes Pemakaian Aspal (Extraksi) 
Rp. 150.000/titik

f. Core Drill Aspal 
Rp. 100.000/titik

2. Pengujian Laboratorium:

a. Pengujian Beton 
Rp. 300.000

b. Pengujian Tanah Timbunan 
Rp. 300.000

c. Pengujian Lapis Pondasi Aggregate 
Rp. 300.000

d. Pengujian Aspal Lapen 
Rp. 250.000

e. Pengujian Aspal Burda 
Rp. 250.000

f. Pengujian Aspal Burtu                                        Rp. 250.000

V. Kendaraan Bermotor
1. Kendaran Roda 4 (Empat)                                       Rp.  50.000/bulan

2. Kendaraan Roda 2 (Dua)                                  
Rp. 10.000/bulan

(2) 
Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali paling lama 5       (lima) tahun
BAB VIII


WILAYAH, MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pungutan adalah wilayah Kota Bima.

Pasal 10

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang;

(2) Retribusi Terhutang sebagimana dimaksud ayat (1) terjadi pada saat orang pribadi atau badan mulai memakai atau memanfaatkan kekayaan daerah.

Pasal 11

(1) Pungutan tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Pembayaran dilakukan melalui bendahara penerimaan masing-masing kepada pengelola kekayaan daerah dan disetor ke kas daerah paling lama 1x24 jam.

BAB  IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan SPP-R atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Pembayaran dilakukan melalui bendahara penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah dan di setor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam;

(4) Apabila terjadi hal-hal yang luar biasa dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

(5) Bagi wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB  X

PENAGIHAN DAN TEGURAN / PERINGATAN

Pasal 13

(1) Retribusi terutang yang ditetapkan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan surat paksa;

(2) Penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan berlaku;

(3) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB  XI

PENYIDIKAN

Pasal 14

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran retribusi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan dan penyitaan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain.

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

                                                              BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Setiap Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa 2% (dua persen) setiap bulan

BAB XIII

SANKSI PIDANA

Pasal 16

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak                     Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B  XIV

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang berkaitan dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Bima dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan peraturan daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan peraturan daerah ini.

BAB  XV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah   ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima.

pada tanggal   6  Agustus   2009

WALIKOTA BIMA,
Ttd

M. NUR A. LATIF

Diundangkan di Raba-Bima.

pada tanggal   6  Agustus  2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd
H. MARYONO NASIMAN
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2009 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BIMA,

           JAFAR H. MANSYUR, SH

         Nip. 19560413 198503 1 009

PENJELASAN 

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR   3  TAHUN 2009

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM 

Bahwa sebagai salah satu langkah reformasi di bidang hukum dan dengan berlakunya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah ditatanya kembali bentuk – bentuk Peraturan Daerah di bidang  retribusi khususnya di sektor retribusi ijin pemakaian kekayaan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. 

Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya berdaya guna dan berhasil guna dalam proses pelaksanaan pembangunan Daerah demi untuk mencapai target tersebut Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan diisyaratkan dapat melaksanakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa ijin pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh dan menggunakan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Bahwa untuk tertib serta terkendalinya penggunaan dan pemanfaatan jasa ijin pelayanan yang dimaksud diperlukan adanya penataan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah berusaha untuk melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu penetapan Peraturan Daerah Kota Bima tentang Retribusi Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal  1 


Cukup jelas

Pasal  2 


Cukup jelas

Pasal  3 


Cukup jelas

Pasal  4


Cukup jelas

Pasal  5 


Cukup jelas

Pasal  6


Cukup jelas

Pasal  7 


Cukup jelas

Pasal  8 


Cukup jelas

Pasal  9 


Cukup jelas

Pasal  10


Cukup jelas

Pasal  12 


Cukup jelas

Pasal  13


Cukup jelas

Pasal  14


Cukup jelas

Pasal  15 


Cukup jelas

Pasal  16 


Cukup jelas

Pasal  17


Cukup jelas

Pasal  18


Cukup jelas

Pasal  19 


Cukup jelas

Pasal  20


Cukup jelas

Pasal  21


Cukup jelas

Pasal  22


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 
� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���
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